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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa
Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur” untuk menjawab rumusan
masalah mengenai; 1) Praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo, 2) Analisis
hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan
deksriptif kualitatif dan analisis pola pikir deduktif, yakni dengan menggunakan
hukum Islam dalam menganalisis praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan interview (wawancara).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; perfama, sewa menyewa akun
Grab ini secara praktik tidak diperbolehkan karena telah melanggar kode etik
mitra Grab, dan mitra bisa mendapatkan sanksi berupa pemutusan hubungan
mitra. Kedua, praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo berdasarkan hukum
Islam ini tidak sah, karena mitra Grab sebagai pelaku akad tidak memenuhi
syarat seorang ‘agid. Apabila mitra Grab melanggar kode etik artinya sama saja
dengan mitra tidak melakukan syarat dalam akad, karena dalam kaidah adat kode
etik tersebut sama dengan syarat dalam suatu akad. Selain itu praktik sewa
menyewa akun Grab di Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad ZJjarah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, pihak yang berkaitan dengan sewa
menyewa akun Grab disarankan, agar mitra tidak menyewakan akun miliknya
untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, dan tidak ada pihak
yang dirugikan, serta tetap menjaga nama baik Grab sebagai mitra yang baik.
Kemudian penyewa sebaiknya tidak melakukan sewa akun, agar tidak ada pihak
yang dirugikan dan mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan. Untuk
pihak Grab agar lebih meningkatkan fitur dalam aplikasi untuk kenyamanan dan
keamanan pengguna, agar tidak lagi terjadi hal yang dapat merugikan pihak
manapun.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas
dalam kegiatan bermuamalah. Muamalah adalah hukum syara’ yang
diciptakan dengan tujuan mengatur kehidupan manusia yang berkaitan
dengan urusan dunia.' Muamalah meliputi banyak aspek kehidupan
seperti agama, politik, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi yang
hukumnya sudah tercantum dalam al-Qur’an, al-Hadis, dan ijtihad para
ulama.> Muamalah dalam artian khusus adalah hukum syara’ yang
mengatur hubungan manusia dengan manusia lain mengenai harta.’ Pada
dasarnya hubungan tersebut adalah tentang hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat apabila terjadi suatu transaksi
sebagaimana yang telah diatur oleh syara’.*

Dalam bermuamalah semua perbuatan diperbolehkan kecuali yang
dilarang, maka dari itu semua transaksi yang menggunakan berbagai
bentuk akad diperbolehkan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan
hukum syara’. Akad sewa menyewa atau Jjjarah merupakan salah satu

akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akad

"' Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.
> Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 3.
> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2017), 2.
4 v -

Ibid., 3.



ijarah adalah akad pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa
yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah sebagai imbalan, tanpa
diikuti dengan pemindahan hak milik.’

Dasar hukum diperbolehkannya 7jarah terdapat dalam Al-Qur’an, al-

Hadis, dan ijma’. Allah berfirman dalam surah az-Zukhruf (43) ayat 32:°
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“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah
yang menentuan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebgaian mereka dapat memanfaatkan
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan.”’

Selain itu disebutkan pula dalam surat at-Talaq (65) ayat 6:
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“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya..”

Makna dari ayat di atas adalah diperbolehkannya seseorang menyewa
jasa dari orang lain untuk menyusui anaknya, dengan ketentuan

membayar upah yang layak. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan

> Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.
% Sugiyah Musafa’ah, Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Surabaya: UINSA, 2015),

126.

’ Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran), 491.
* Ibid., 558.



adanya jasa yang diberikan, maka terdapat kewajiban yang harus dibayar
sebagai ganti atas jasa yang diterima.’ Selain itu terdapat hadis yang
memperbolehkan tentang sewa menyewa, salah satunya hadis ynag
diriwayatkan oleh Ibnu Majah :
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“Berikanlah olehmu upah kepada tenaga kerja itu sebelum
keringatnya mengering.”"’

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya pembayaran upah terhadap
suatu pekerjaan atas jasa yang diberikan seseorang harus segera diberikan.
Selain itu kebolehan melakukan akad ijarah juga terjadi pada masa
sahabat karena kebutuhan masyarakat akan suatu manfaat sama dengan
kebutuhan mereka terhadap suatu barang yang nyata."'

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan barang atau jasanya
disebut mu jir, sedangkan penyewanya disebut musta jir, dan benda atau
jasa yang disewakan disebut ma jur dan upah atau yjrah.'’ Sama halnya
dengan akad lain, akad jj@rah juga memiliki rukun dan syarat yang harus
terpenuhi agar akad dinilai sah. Rukun 7jarah antara lain ‘@qgid atau pihak-
pihak yang melakukan akad yang dalam hal ini yaitu mu jir dan mustajir,

ma’qud ‘alayhi atau objek akad, upah, dan shighat yakni ijab dan kabul.

® Harun, Figh Muamalah ..., 123.
19 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UINSA, 2015), 90.

""" Ainul Yaqin, Figh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam (Pamekasan: Duta Media
Publishing, 2020), 56.

12 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam ..., 188.



Sedangkan syarat 7jarah di antaranya kerelaan dari para pihak yang
melakukan akad sewa, objek akad yang disewakan harus jelas (jenis
objek, jangka waktu sewa, besar ujrah sesuai kesepakatan kedua pihak
terkait), manfaat dari objek sewa jelas kegunaannya, manfaat dari objek
mubah dan dibenarkan syara’."

Berdasarkan klasifikasi 7jarah dapat ditinjau dari objek dan ajir atau
seseorang yang mengerjakan jasa yang disewakan. Ditinjau dari objeknya,
ijarah dibagi menjadi dua yaitu sewa menyewa terhadap manfaat suatu
barang yang tidak dilarang syara’, dan sewa menyewa terhadap jasa
maupun pekerjaan yang tidak dilarang syara’. Sedangkan ditinjau dari
ajir, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ajir khas dan ajir musytarak. Ajir
khas adalah seseorang yang bekerja hanya untuk kebutuhan penyewanya
dan tidak diperbolehkan bekerja untuk orang lain dalam jangka waktu
tertentu. Ajir musytarak adalah seseorang yang bekerja untuk kebutuhan
masyarakat banyak."*

Akad sewa juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112 tentang
Akad Jjarah. Fatwa menurut Wahbah al-Zuhaili adalah jawaban atas
pertanyaan mengenai hukum syara’."’ Fatwa tentang akad farah ini
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia pada
tahun 2017. Disebutkan dalam poin keempat ketentuan terkait mujir

bahwasanya seorang mu jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk

" Ainul Yagqin, Figh Muamalah Kajian ..., 57.
" Ibid., 58.
' Hanif Lutfi, Kajian Fatwa (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2019), 7.



melakukan akad jiarah, baik yang bersifat asfyyah maupun niyibiiyyah.'®
Jumhur Ulama mengemukakan bahwasannya akad ijarah bersifat
mengikat kecuali terdapat cacat atau barang tidak diperbolehkan untuk
diambil manfaatnya.17

Pada era modern serba digital saat ini, semuanya dipermudah dengan
kemajuan teknologi dalam melakukan kegiatan dan memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Ojek online merupakan penyedia layanan jasa transportasi
online yang membantu kemudahan masyarakat untuk memperoleh
transportasi umum yang aman, cepat, mudah didapatkan karena hanya
perlu mengakses melalui aplikasi di Aandphone, dan bisa diperoleh dengan
harga terjangkau. Jadi, masyarakat sebagai pengguna tidak perlu
membuang waktu dengan mendatangi pangkalan ojek untuk mendapatkan
ojek, tapi hanya perlu order melalui aplikasi.

Grab adalah perusahaan transportasi yang menyediakan p/atform atau
aplikasi layanan pemesanan transportasi on/ine yang sudah tersebar luas
di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan beberapa negara lain di Asia
Tenggara. Selain menyediakan jasa pemesanan transpotasi online untuk
mengantar penumpang, Grab juga menyediakan jasa untuk pemesanan
makanan, kirim paket dan dokumen, bahkan untuk belanja kebutuhan

sehari-hari dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan non tunai.

' DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “Fatwa tentang Akad Ijarah
No. 112/DSN-MUI/IX/2017”, dalam https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/, diakses pada 26
November 2020.

17 Abdul Rahman, et al., Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 283.



Selain memudahkan masyarakat dalam mengatasi keterbatasan untuk
mengakses transportasi umum ketika melakukan dan memenuhi
kebutuhan sehari-hari, pekerjaan menjadi driver ojek online juga menjadi
peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan dengan
mendaftar sebagai mitra pengemudi atau driver. Kesempatan ini
diperuntukkan untuk siapapun terlepas dari latar belakang dan
kemampuan yang dimiliki.'®

Di sisi lain banyak orang pula yang tidak mendapat kesempatan
untuk menjadi mitra di tengah kebutuhan hidup yang terus mendesak.
Misalnya tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang
mitra, ataupun peluang tersebut tidak ada di saat benar-benar dibutuhkan
karena pihak perusahaan tidak setiap waktu membuka pendaftaran untuk
mitra pengemudi di Sidoarjo.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh sebagian besar driver atau mitra
Grab yang tidak menggunakan pekerjaannya ini sebagai sumber
pendapatan utama, melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan saja.
Mitra ini memiliki kesibukan lain seperti kuliah atau pekerjaan lain
sebagai sumber pendapatan utama. Mereka yang memiliki akun ojek
online namun tidak digunakan secara berkala ini, memanfaatkannya
dengan menyewakan akun tersebut kepada orang lain. Sewa menyewa

akun yang dimaksud di sini adalah pemindahan hak pakai atas akun dari

'® Grab, “Kode Etik Mitra”, dalam htttps://www.grab.com/id/kodeetik/, diakses 15 Desember

2020.



aplikasi ojek online dengan cara menyerahkan akun google berupa email
dan password yang memiliki jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak.
Jangka waktu sewa disepakati bersama, dan penyewa baru akan memberi
upah kepada pemilik akun setelah jangka waktu sewa habis.

Driver sebagai mitra perusahaan Grab ini memiliki perjanjian dan
terikat pada kode etik yang wajib dipatuhi selama menjadi mitra dan
menggunakan layanan Grab Indonesia. Mitra wajib berperilaku jujur
selama menggunakan layanan Grab dan dilarang keras melakukan
tindakan yang melanggar kode etik sebagaimana yang telah diatur. Mitra
yang melanggar ketentuan dalam kode etik akan mendapat sanksi sesuai
dengan pelanggaran yang dilakukan."” Mitra yang menyewakan akunnya
kepada orang lain ini diragukan atas terpenuhinya syarat sahnya seorang
aqid sebagai pemilik akun maupun syarat untuk berlangsungnya sebuah
akad, karena seorang mitra masih harus tunduk dengan aturan di bawah
pengampuan perusahaan Grab. Selain itu penyewa yang menggunakan
akun tersebut artinya telah menggunakan identitas orang lain, karena
identitas dan kendaraan tidak sama dengan yang tertera dalam profil
driver di aplikasi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penumpang.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan tentang sewa menyewa akun ojek online ini. Mengenai
korelasi antara praktik di lapangan dengan aturan yang telah ditetapkan

dalam syara’, apakah dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat

1 Ibid.



ijarah sebagaimana yang telah diatur. Oleh karena itu penulis akan
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap

Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, muncul masalah-

masalah yang bisa menjadi objek penelitian, di antaranya:

1. Praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya sewa menyewa akun Grab di
Sidoarjo.

3. Dampak yang ditimbulkan terhadap sewa menyewa akun Grab di
Sidoarjo.

4. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa akun Grab di
Sidoarjo.
Agar kajian ini bisa fokus dan tuntas, maka masalahnya dibatasi

sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa akun Grab di

Sidoarjo.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan lebih spesifik
dan tidak melebar dari kerangka masalah yang disusun maka penulis

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:



1.

Bagaimana praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa

akun Grab di Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis tidak banyak

menemukan penelitian terdahulu yang benar-benar relevan mengenai

sewa menyewa akun transportasi online. Maka penulis melakukan

perbandingan dengan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan

topik peneliti yaitu sewa menyewa dan akun transpotasi onl/ine, berikut

beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis di

antaranya yaitu :

1.

Skripsi yang ditulis oleh Lailatun Nikmah pada tahun 2020 dengan
judul “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata
(Studi Grup Facebook Grub Driver Malang Raya)”. Penelitian
tersebut menyebutkan bahwasannya praktik sewa menyewa akun
Grab di grup facebook Grab driver Malang Raya dilakukan oleh driver
dengan memposting mengenai sewa akun di facebook. Apabila ada
peminat yang berkeinginan menyewa akun, selanjutnya para pihak
berkomunikasi untuk melakukan penetapan harga sewa dan jangka
waktu sewa akun, kemudian menetapkan kontrak yakni perjanjian
tertulis yang bermaterai. Hasil dari penelitian ini adalah praktik sewa

menyewa akun Grab di grup facebook grup driver Malang Raya telah
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memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah. Sedangkan untuk perjanjian sewa mneyewaakun
juga memenuhi dalam syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan
dama Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”’

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penulis adalah objek
penelitian yakni akun transportasi on/ine Grab, selain itu akad yang
digunakan juga sama yakni mengenai sewa menyewa. Perbedaan
penelitian terletak pada rujukan dasar hukum yang digunakan, dalam
skripsi tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan penulis
menggunakan hukum Islam dengan teori jjarah dalam figh dan Fatwa
DSN.

2. Skripsi yang ditulis oleh Desi Ratnasari pada tahun 2019 dengan judul
“Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi
Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa
Podorejo,  Pringsewu)”.  Penelitian  tersebut  menyebutkan
bahwasannya terdapat tiga jenis praktik jual beli akun ojek online di
dalam komunitas driver shelter Soang yang ada di desa Podorejo,
yaitu driver yang menjual akun menggunakan idetitas asli milik
penjual akun, driver yang menjual akun menggunakan idetitas

keluarga penjual akun, dan driver yang menjual akun menggunakan

* Lailatun Nikmah, “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Studi Grup Facebook Grub Driver
Malang Raya)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).
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idetitas identitas orang lain dengan cara memanipulasi data pada
profil identitas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya
jual beli akun ojek on/ine di desa Podorejo Pringsewu tidak
diperbolehkan, karena identitas akun didapatkan dengan cara yang
batil, selain itu salah satu syarat dalam objek jual beli tidak
terpenuhi.’’

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penulis adalah objek
penelitian yaitu akun transportasi online Grab. Perbedaan penelitian
terletak pada akad yang digunakan yaitu jual beli, sedangkan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai sewa
menyewa. Kemudian rujukan dasar hukum wuntuk analisis yang
digunakan oleh penulis yaitu hukum Islam dengan teori 7jarah dalam
figh dan Fatwa DSN.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah pada tahun 2019 dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Tranportasi Online
(Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)”. Penelitian
tersebut menyebutkan bahwa jual beli akun ojek online di grup
facebook terjadi karena beberapa alasan, salah satunya pembeli yang

tertarik dengan bonus-bonus yang terdapat dalam akun. Selain itu

! Desi Ratnasari, “Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus
pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)” (Skripsi--
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
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terdapat unsur penipuan dalam jual beli tersebut apabila dalam proses
akad melalui jual beli lelang.*

Letak persamaan antara penelitian di atas dengan penulis yaitu
objek penelitian, yang sama-sama menggunakan akun ojek online.
Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan milik penulis yaitu
akad yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni jual beli,
sedangkan penulis menggunakan sewa menyewa menurut hukum
Islam dengan teori fjarah dalam figh dan Fatwa DSN..

4. Skripsi yang ditulis oleh Novalita Damayanti pada tahun 2019 dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsintan
(Studi kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan
Patikraja Akbupaten Banyumas)”. Penelitian tersebut mengenai sewa
menyewa alsintan atau alat mesin pertanian yang dilakukan oleh
anggota poktan di Desa Sokawera namun praktiknya tidak sesuai
dengan ketentuan hukum Islam.”

Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis yaitu analisis
yang sama-sama menggunakan teori 7jarah Perbedaan antar penelitian
tersebut dengan milik penulis yaitu objek sewa. Dalam penelitian
tersebut objek sewa merupakan alsintan, sedangkan penulis

menggunakan akun ojek online.

# Mutmainnah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di
Grup Afcebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, 2019).

% Novalita Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsintan (Studi kasus
di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Akbupaten Banyumas)”
(Skripsi--IAIN Purwakerto, 2019).
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5. Skripsi yang ditulis oleh Linda Ulfi Dwiastuti pada tahun 2019
dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa
Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square”. Penelitian
tersebut menyebutkan bahwasan terdapat tiga bentuk sewa menyewa
lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square yaitu sewa kios, sewa
lapak, dan sewa non lapak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan
bahwasannya perjanjian sewa menyewa di Taman Wisata Madiun
Umbul Square sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah, namun
pemanfaatan objek sewa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
Kemudian surat perjanjian dinilai hanya menguntungkan salah satu
pihak. Selain itu kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa
tersebut diselesaikan dengan jalan perdamaian sebagaimana
disyariatkan dalam Al-Qur’an.**

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penulis adalah terdapat
pada fokus penelitian yaitu sewa menyewa dengan dengan landasan
hukum Islam. Perbedaannya penelitian terletak pada objek penelitian
yaitu sewa menyewa lapak, sedangkan objek penelitian yang akan
digunakan oleh penulis adalah akun transportasi on/ine.

Berdasarkan pemaparan lima penelitian di atas, penelitian yang akan

dilakukan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu

** Linda Ulfi Dwiastuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di
Taman Wisata Madiun Umbul Square”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).
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penulis melakukan peneltian mengenai analisis hukum Islam terhadap

sewa menyewa akun ojek online Grab di Sidoarjo Jawa Timur.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan
penelitian di antaranya sebagai berikut :
1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik sewa menyewa akun Grab
di Sidoarjo.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap

praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

peneliti dan pembaca di antaranya sebagai berkut:

1. Segi teoritis, untuk memberikan informasi dan menambah wawasan
ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum Islam terhadap sewa
menyewa akun Grab, serta dapat digunakan sebagai dasar atau bahan
perbandingan untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih
sempurna atau bantahan terhadap teori yang ada.

2. Segi praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan
dalam memecahkan masalah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

yang berkaitan dengan sewa menyewa akun transportasi online.
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G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, dan menghindari
terjadinya banyak persepsi dari judul penelitian ini, maka peneliti
memaparkan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas,
sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam: Menganalisis suatu peristiwa menggunakan
berbagai ketentuan mengenai hukum muamalah yang mengatur
tentang 7jarah yang bersumber baik dari figh, maupun Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Zjarah.

2. Praktik Sewa menyewa Akun Grab : Tindakan pemindahan manfaat
atas akun transportasi online Grab yakni dengan memberikan akun
google yang tersambung dengan akun Grab kepada penyewa dengan
jangka waktu yang disepakati bersama antara pemilik akun dan
penyewa dengan upah sebagai imbalan.

Jadi yang dimaksud dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur~ adalah
analisis yang menggunakan teori 7jarah atau sewa menyewa dalam figh
dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Akad Jjarah terhadap praktik sewa atau pemindahan manfaat atas akun

transportasi on/ine Grab antara pemilik akun dan penyewa.

H. Metode Penelitian
Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan cara kerja sesuatu

yang bertujuan untuk memahami subjek ataupun objek penelitian dan
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menemukan jawaban yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan
secara sistematis, sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang
digunakan untuk memecahkan masalah maupun untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah.>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan. Penelitian lapangan (fie/d research) adalah suatu
penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke
lapangan dan terlibat dengan masyarakat untuk memperoleh data yang
dibutuhkan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh kevalidan
data terkait dengan praktik sewa menyewa akun Grab.

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian deksriptif kualitatif dengan analisis pola pikir
deduktif yakni dengan menggunakan hukum Islam dalam menganalisis
praktik sewa menyewa akun Grab. Penelitian kualitatif lebih menekankan
pada pengertian, pencarian makna, karakteristik, gejala, ataupun deskripsi
mengenai suatu fenomena, dan disajikan secara naratif.*®
1. Data Penelitain

Data penelitian adalah segala fakta yang dapat berupa kegiatan,

pengetahuan, pendapat seseorang, kemampuan, maupun hal-hal

** Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum (Depok: Kencana, 2018), 2-3.

2 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif. Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta:
Kencana, 2017), 329.
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mengenai kehidupan yang dapat dijadikan informasi.”” Data yang

akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan

dengan praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo dan teori hukum

Islam tentang Jjarah dalam figh dan Fatwa DSN.

2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian sewa
menyewa akun Grab ini adalah mitra Grab yang berdomisili di daerah

Sidoarjo Jawa Timur.

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung
dari narasumber sebagai sumber utama, baik yang dilakukan
melalui wawancara maupun observasi terhadap objek penelitian.?®
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari mitra Grab yang
menyewakan akunnya dan juga driver yang menyewa akun.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari
sumber kedua yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang
akan dilakukan. Sumber data sekunder disebut juga sebagai data
pelengkap yang nantinya digunakan untuk memperkaya data agar

hasil yang diberikan dapat sesuai dengan harapan peneliti.”’

" bid., 49.

* Samsu, Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif. Kuantitatif, Mixed
Methods, serta Research & Development), (Jambi: Pusaka, 2017), 94.

» 1bid., 95.
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Berikut sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung

penelitian ini antara lain:

1) Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu;

2) Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah;

3) Ainul Yaqin, Figh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi

Islam;

4) Hendi Suhendi, Figh Muamalah;

5) Muhammad Yazid, Ekonomi Islam;

6) Ibn Hajar al-Aqalani, Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah,

Muamalah, dan Akhlak;
7) Fatwa DSN MUI; dan
8) Dokumen-dokumen mengenai Profil Kabupaten Sidoarjo.
4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan
observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi
maupun gabungan dari ketiganya.”” Namun dalam penelitian ini,
teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti hanya wawancara.

Wawancara adalah metode pegumpulan data yang dilakukan
dengan cara tanya jawab untuk mendapat informasi yang dilakukan
peneliti kepada narasumber. Metode wawancara dilakukan dengan

tujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang didapatkan

3% Hardani, et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yoyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),
121.
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secara langsung melalui subjek penelitian di lapangan dengan
menggunakan daftar wawancara.”’ Dalam hal ini peneliti melakukan
wawancara dengan mitra Grab yang menyewakan akunnya dan juga
driver yang menyewa akun, untuk memperoleh data mengenai
bagaimana praktik sewa menyewa akun Grab yang terjadi di
lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara
sistematis yang sebelumnya diperoleh dari pengumpulan data yakni
wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dikumpulkan
dan dikategorisasikan serta dijabarkan dalam unit-unit, memilah data
yang penting dan yang akan dipelajari, untuk memperoleh jawaban
dari penelitian serta memudahkan peneliti dan orang lain dalam
memahami mengenai apa yang telah ditemukan.”

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
analisis deskripstif dengan pola pikir deduktif. Analisis deskriptif
adalah analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang sedang terjadi
yang mana prosesnya yaitu dengan cara mengumpulkan dan
menafsirkan data yang diperoleh secara deskriptif.>> Pola pikir

deduktif diawali dengan teori dan diakhiri dengan suatu fenomena.

3! Samsu, Metode Penelitian ..., 96.

2 1bid., 162.

33 Samsu, Metode Penelitian ..., 111.
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Dalam penelitian ini dengan memaparkan mengenai praktik sewa

menyewa akun Grab yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini
terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab berisikan beberapa sub bab
sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi uraian mengenai latar
belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai uraian tentang teori jj@rah dengan judul
bab “Teori [jarah” yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan
syarat, macam-macam Jjarah, perselisihan pihak yang berakad,
berakhirnya akad 7jarah, Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017, teori
hak milik, dan kaidah adat.

Bab ketiga berjudul “Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo”
yang isinya meliputi pemaparan tentang kota Sidoarjo, profil perusahaan
Grab, dan praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo yang merupakan
hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Bab keempat berisi analisis masalah yang berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa

Timur”, yakni jawaban hasil penelitian atas rumusan masalah.
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Bab kelima merupakan penutup yakni hasil akhir penelitian yang
berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian, dan saran dari peneliti untuk

pembaca maupun untuk peneliti agar dijadikan bahan pertimbangan untuk

dilakukan penelitian lanjutan yang lebih sempurna.



BABII

KONSEP SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jjarah

ljarah berasal dari kata >{ yang berarti menyewakan; '>f sl:f yang
berarti ia memberi upah; i & yang berarti memberinya pahala.' Menurut
Sayyid Sabiq, 7jarah berasal dari kata >3 yang artinya >/, atau imbalan.

Dalam syariat, 7jarah adalah akad untuk memperoleh manfaat sebagai
imbalan.” Sedangkan secara istilah jiarah berati akad untuk menukar
sesuatu manfaat dengan imbalan atau ganti.’ Pengertian  jjarah  secara
luas dapat diartikan sebagai suatu akad dengan jalan menukarkan manfaat
dengan imbalan tertentu. Selain itu ada beberapa ulama yang
mengemukakan tentang definisi jjarah di antaranya:

1. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwasanya Jjarah adalah suatu
akad atas pengambilan manfaat yang disengaja dari suatu barang
dengan imbalan.*

2. Ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwa ijarah adalah suatu akad atas
manfaat yang di dalamnya terdapat maksud tertentu dengan pengganti

tertentu.’

" Ardhito Bhinadi, Muamalah Shar’iyyah Hidup Barokah, (Sleman: Deepublish, 2018), 63.
2 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 3 (Kairo: al-Fath lil Tlami al-‘arabi), 138.

* Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 114.

22
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3. Adapun ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengemukakan
bahwasanya Jjarah adalah memberikan suatu hak kepemilikan atas
manfaat terhadap sesuatu yang diperbolehkan dengan waktu tertentu
yang disertai imbalan.®

4. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah mengemukakan ijarah
adalah suatu akad atas manfaat yang disengaja dan diperbolehkan
dengan imbalan yang diperjanjikan ketika akad berlangsung.’

5. Hasbi Ash-Shiddigie menyebutkan bahwa Jjjarah adalah suatu akad
dengan objeknya yaitu penukaran manfaat untuk waktu tertentu
dengan imbalan.®

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 7jarah
adalah suatu akad dengan pemindahan hak pakai atau pengambilan
manfaat atas suatu barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu
dengan upah, sebagai imbalan.

Dalam akad Jdjarah, terdapat istilah terhadap pihak-pihak yang
melakukan akad. Seseorang yang memiliki barang atau orang yang
menyewakan disebut mu’ajjir, sedangkan penyewanya disebut sebagai
mustajir, barang yang disewakan disebut dengan ma jur, serta imbalan

atau ganti atas penggunaan manfaat barang disebut ujrah.’

° Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 387.
® Ibid.

" Hendi Suhendi, Figh Muamalah ..., 114.

*Ibid., 115.

? Muhammad Yazid, Ekonomi Islam ..., 188.
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B. Dasar Hukum Jjarah
Dasar hukum diperbolekannya J7jarah terdapat dalam Al-Qur’an,
sunah, dan ijma’, di antaranya:
1. Al-Qur’an

a. QS. at-Talaq (65) ayat 6:

°
-

o fo - /“.;/:,&.; « R0~ a}/s/ 2 :3&

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
maka  berikanlah  kepada  mereka = upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”"*

Berdasarkan ayat di atas, disebutkan bahwa aturan mengenai
konsekuensi hubungan perceraian suami istri. Apabila anak masih
membutuhkan ASI dan pengasuhan ibu, maka ibu atau mantan istri
berhak atas upahnya.''

b. QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32:

B NS L 08 o 0 30rc0 L S0 o % o o0 . T 3 PR
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“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kamilah yang menentuan penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka

' Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran), 559.

" Suqiyah Musafa’ah, Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surabaya: UINSA, 2015),
129.
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dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”"?

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan mengenai posisi Rasulullah
SAW merupakan taqdir Allah. Selain itu ayat di atas juga
menjelaskan tentang struktur masyarakat yang didasarkan dengan

perbedaan derajat dan status, yang tujuannya untuk saling

membantu dan mengisi kekurangan diri dan satu sama lain."

c. QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

“.. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.”'*

Ayat di atas menjelaskan tentang peraturan hukum keluarga
yang berisi mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan,

pererain, pengasuhan anak, dan akibatnya."’

2. Hadis

a. HR. Ibnu Majah

-
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v Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 491.
13 Suqiyah Musafa’ah, TafSir Ayat Hukum Ekonomi ..., 129.
“ Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 37.

1 Suqiyah Musafa’ah, Tafsir Ayat Hukum Ekonomi ..., 129.
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“Berikanlah olehmu upah kepada tenaga kerja itu sebelum
keringatnya mengering.”"°

Berdasarkan hadis di atas adalah untuk segera memberikan

seorang pekerja hak upahnya setelah selesai pekerjaannya.

b. HR. Abdurazzaq dalam Hadis mungathi’; maushll menurut Al-

Baihaqi dari Abu Hanifah

~
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Dari Abu Sa’id al-Khudri ra: Nabi saw nersabda, “Barangsiapa

memperkerjakan seorang pekerja, hendaklah ia menentukan
upahnya.” "’

Hadis di atas menjelaskan apabila menyewa seorang pekerja
untuk melakukan suatu pekerjaan, maka diharuskan menentukan

upah dan waktu yang dibutuhkan dengan jelas.

3. Ijma’
Berdasarkan pemaparan Wahbah az-Zuhaili bahwasanya pada
masa sahabat, umat Islam bersepakat untuk memperbolehkan 7jarah
bahkan sebelum adanya Ibnu Ulayyah, Asham, dan yang lainnya.'®

Dasar diperbolehkannya hal tersebut karena desakan kebutuhan

16 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi ...,. 90.

" Tbn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak
(Bandung: Penerbit Marja, 2018), 180

'8 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam ..., 386.
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masyarakat atas manfaat 7jarah seperti kebutuhan mereka akan barang
yang riil.”
4. Kaidah Figh
(£0Y 10,5y e BTG S

“Setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga
disewakan”

Maksud dari kaidah tersebut adalah dasar dari akad sewa
menyewa (Jjarah) yaitu akad jual beli (bay"), karena fjarah bagian dari
bay’. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang sah diperjualbelikan maka
sah juga untuk disewakan. Manfaat yang berkaitan dengan akad 7jarah,

derajatnya sama dengan benda, maka sah untuk dimiliki dalam masa

akad.?’

C. Rukun dan Syarat Jjarah
Rukun dalam suatu akad adalah hal yang mendasar yang jika tidak
terpenuhi atau salah satunya cacat, maka perjanjian tersebut tidak sah.”'
Menurut ulama Hanafiyah rukun jjarah hanya dua yaitu ijab dan kabul,
dengan lafal ijarah, isti’jar, iktira’, dan ikra’. Sedangkan menurut ulama
lainnya, rukun 7jarah ada empat, di antaranya:*

1. Agid

" Ibid.

% Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 81-82.
2! Muhammad Yazid, Ekonomi Islam ..., 193.

* Ibid.
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‘Agid merupakan pihak-pihak yang melakukan akad, pemilik
barang atau pihak yang menyewakan (musta’jir) dan penyewa atau
pihak yang mengambil manfaat atas barang yang disewakan (mu’jir).
Pihak-pihak yang melakukan akad harus sudah balig, berakal, cakap
hukum atau mampu. Bahkan menurut Imam Syafi’i dan Hanbali
haruslah seseorang yang sudah balig. Apabila yang melakukan akad
tersebut anak kecil yang sudah dianggap dapat membedakan hal yang
baik dan buruk, akad tersebut tetap dinilai tidak sah.

Selain itu, pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki
kekuasaan yaitu pemilik barang atau pihak yang menyewakan
mempunyai hak untuk menyewakan objek sewa, dan pihak penyewa
harus mempu membayar sewa. Dalam hal sewa menyewa pihak-pihak
yang terlibat haruslah saling rela, karena tdak sah suatu akad yang
dipaksakan.”

2. Ma’qid ‘alayhi

Ma’qiid ‘alayhi merupakan objek sewa, yakni barang atau jasa
yang disewakan dan milik mu’ajjir. Objek sewa yang dapat disewakan
merupakan sesuatu yang manfaaatnya dapat diambil dan tidak
melanggar syara’ serta keadaan objek tersebut tidak berubah selama
disewakan.

Menurut ulama, manfaat dari objek sewa harus diketahui dengan

sempurna untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari,

3 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019), 118.
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seperti objek harus jelas dan tidak melanggar ketentuan syariat,
dilarang menyewakan barang yang tujuannya untuk melakukan suatu
kejahatan maupun barang hasil dari kejahatan, objek yang disewakan
bersifat tetap sehingga tidak kesulitan untuk menentukan jangka
waktu sewa, apabila yang disewakan berupa jasa maka jasa atau jenis

pekerjaan tersebut jelas.**

. Upah

Upah merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh penyewa
kepada pihak yang menyewakan atas manfaat yang diperoleh.”
Terdapat dua syarat untuk upah, yaitu upah harus diketahui. Karena
upah adalah harga atau nilai atas suatu manfaat barang yang diambil,
sama halnya dalam akad jual beli, harga atas barang harus diketahui.
Syarat ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad dari
Abi Sa’id, bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa menyewa tenaga
kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”.*® Hal ini bertujuan
untuk menghindari perselisihan atau sengketa oleh pihak-pihak yang
berakad. Syarat kedua yaitu bentuk upah tidak boleh sama dengan
bentuk objek sewa, apabila keduanya sama maka akad tersebut tidak

sah.?’

4. Shighat

2 1bid.

* Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2017), 197.
** Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam ..., 326.
2" Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah ..., 326.
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Shighat atau ijab dan kabul merupakan pernyataan kemauan dari
pihak-pihak yang berakad yang dapat dilakukan secara sharikh atau
jelas, ataupun secara kinayah atau kiasan yakni berupa surat perjanjian
tertulis yang dibubuhi tanda tangan pihak-pihak terkait. Ijab yaitu
pernyataan dari pemilik objek atau pihak yang menyewakan, dan kabul
yaitu pernyataan dari pihak penyewa.

Selain rukun, 7jarah juga memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi
agar akad dinilai sah dan sempurna. Syarat-syarat tersebut di antaranya:*
1. Kerelaan pihak-pihak yang berakad

Dalam melakukan akad 7jarah, pihak-pihak yang terkait haruslah
saling merelakan, maksudnya tanpa ada unsur paksaan apapun agar
akad tersebut dinilai sah. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-
Nisa” ayat 29:

AE o 35w & K5 O 3T i, 28 &0 el v T L g

2
o;e
-

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu

9929
Ayat di atas menjelaskan bahwasanya apabila akad ijarah
dilakukan dan terdapat unsur paksaan di dalamnya atau dilakukan
dengan cara yang batil maka akad tersebut tidak sah, kecuali dengan

jalan suka sama suka antara pihak yang berakad. Menurut Imam

Syafi’i, akad 7jarah tidak sah jika tidak disertai dengan kalimat yang

% Muhammad Yazid, Ekonomi Islam ..., 194-197.
* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 83.
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menunjukkan persetujuan para pihak. Sedangkan menurut Imam Malik,
Hanafi, dan Imam Ahmad bahwasanya akad 7jarah dinilai sah dengan
serah terima barang karena hal tersebut sudah menunjukkan
persetujuan dan suka sama suka.

2. Objek sewa harus jelas

Segala sesuatu yang berhubungan dengan objek sewa harus jelas,
untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian
hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus mendiskusikan segala
hal yang berhubungan dengan objek sewa untuk mencapai kesepakatan
bersama. Kriteria objek sewa harus jelas, seperti jenis, sifat, dan
lainnya yang sebaiknya dipilih serta disaksikan sendiri oleh penyewa.
Selain itu, jangka waktu sewa dimulai dari persetujuan sampai
berakhirnya kesepaktan, dan juga upah atau imbalan sebagai ganti atas
diambilnya manfaat barang sewa, serta tata cara pembayaran sewa
harus jelas dan disepakati bersama.

3. Manfaat objek sewa dapat digunakan dan sesuai syara’

Ulama Abu Hanifah mengemukakan bahwasanya tidak
diperbolehkan menyewakan barang yang tidak dapat dibagi jika tidak
dalam dalam kondisi lengkap, karena manfaat atas barang tersebut
sulit untuk ditentukan (misalnya kendaraan).”® Sedangkan mayoritas
ulama lain memperbolehkan menyewakan barang yang tidak dapat

dibagi dalam kondisi lengkap, karena meskipun kondisi barang tidak

3% Muhammad Yazid, Ekonomi Islam ..., 196.
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sempurna namun tetap dapat dimanfaatkan dan cara penyerahannya
dilakukan dengan mempersiapkan untuk kegunaan tertentu. Dalam hal
sewa menyewa, jika manfaat barang yang disewakan belum jelas
kegunaannya maka akad tersebut tidak sah.
4. Objek yang disewakan dapat diserahkan beserta kegunaannya
Tidak sah suatu akad ijarah apabila kegunaan atau manfaatnya
tidak dapat diserahkan. Misalnya, menyewakan binatang untuk
pengangkutan yang lumpuh, atau menyewakan tanah pertanian yang
keadaannya tandus.
5. Manfaat objek merupakana hal yang mubah
Tidak sah suatu akad jiarah apabila yang disewakan merupakan
hal maksiat. Misalnya, menyewa seseorang untuk membunuh orang
lain, atau menyewakan suatu tempat kepada orang yang menjual
khamar, atau digunakan sebagai tempat untuk berjudi. Begitu juga
membayar upah kepada seorang peramal, karena upah tersebut
merupakan imbalan dari suatu hal yang diharamkan dan mendapatkan
uang dengan cara yang batil. Selain itu tidak sah menyewa seseorang
untuk melakukan shalat dan puasa, karena hal tersebut merupakan

kewajiban tiap muslim.

D. Macam-macam Jjarah
Dari segi objeknya terdapat dua macam JFjarah, yaitu ijarah atas
manfaat, dan Jjjarah atas pekerjaan. ijarah atas manfaat yaitu sewa

menyewa yang mana objek dari akad ini adalah manfaat atas suatu benda.
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ljarah atas pekerjaan atau biasa disebut upah mengupah, yakni sewa
menyewa yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang. Jadi fjarah
jenis ini biasanya dilakukan dengan membayar seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan.’'
1. ljarah atas Manfaat
Para ulama bersepakat bahwasannya Jjjarah atas manfaat
diperbolehkan apabila manfaat dari benda yang digunakan mubah, dan
melarang melakukan akad 7jarah apabila manfaatnya diharamkan.
ljarah atas manfaat yang diperbolehkan misalnya menyewakan rumah
untuk tempat tinggal, pakaian maupun perhiasan untuk dipakai,
kendaraan untuk angkutan.
a. Tercapainya Akad Jjarah Manfaat
Menurut ulama Hanafiyah dan Malikyah, tercapainya suatu
akad 7jarah yaitu berlaku sedikit demi sedikit yang diikuti dengan
munculnya manfaat dari objek akad.”> Sedangkan ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasannya tercapainya
suatu akad J7iarah yaitu ketika berlangsungnya akad. Karena
perbedaan pendapat tersebut, maka timbul perbedaan yang

berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

3! Muhammad Yazid, Ekonomi Islam ..., 198.
32 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam ..., 412.

3 bid.
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1) Penetapan upah sewa ketika berlangsungnya akad

Ulama  Syafi’iyah dan  Hanabilah  berpendapat
bahwasannya upah sewa dapat diperoleh apabila telah
dilakukan akad. Hal ini karena ijarah merupakan akad
muawadah, dan akad muawadah apabila dinyatakan dengan
mutlak dan tidak dikaitkan dengan syarat, maka timbul hak
milik atas manfaat dan sewa setelah akad selesai.’* Sedangkan
ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa upah atas
sewa tidak dapat diperoleh dengan mutlak, melainkan sedikit
demi sedikit mengikuti manfaat yang didapat. Maka pemilik
barang tidak dapat menuntut upah dalam sekali waktu,
melainkan secara bertahap.’

Mengenai penundaan atau penyegeraan pembayaran upah,
apabila akad yang digunakan adalah 7jarah ‘ain atau sewa
menyewa barang, jika upahnya sudah disepakati bersama
maka tidak diperbolehkan jika menunda pembayaran.
Sedangkan apabila akad yang digunakan adalah ijarah
dhimmah atau sewa menyewa dalam tanggungan, maka

diperbolehkan untuk mengakhirkan dan menyegerakan upah.*

** Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah ..., 330

3 1bid., 331.

36 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam ..., 413.
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Penyerahan barang setelah akad

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, pemilik barang
harus segera menyerahkan barang kepada penyewa setelah
akad dan tidak diperbolehkan menahannya dengan maksud
untuk mendapatkan uang sewa. Karena manfaat barang belum
diperoleh oleh penyewa, maka pemilik barang tidak memiki
hak untuk meminta bayaran uang sewa di muka.”’
1 jarah yang disandarkan pada masa yang akan datang

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah,
akad rjarah boleh disandarkan pada masa yang akan datang.
Misalnya seseorang menyewa sebuah rumah yang dimulai
pada bulan April 2021, sedangkan akadnya dilakukan pada
bulan Februari. Hal ini karena akad 7jarah tercapai sedikit
demi sedikit sebagaimana timbulnya manfaat dari objek
akad.’®

Sedangkan  menurut ulama  Syafi’iyah, tidak
diperbolehkan menyandarkan akad Jjjarah pada masa yang
akan datang, karena jjarah adalah jual beli manfaat yang mana
manfaat tersebut harus ada ketika akad berlangsung. ljarah
yang disandarkan pada masa yang akan datang ini dianggap

bahwa manfaatnya berdiri sendiri, karena tidak ada objek yang

7 Ibid., 414.
3 Ibid.
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menyertainya. Maka 7jarah yang disandarkan apada masa

yang akan datang dianggap tidak sah.*
Memanfaatkan Barang Sewaan

Apabila seorang musta’jir menyewa sebuah rumah atau toko,
maka penyewa tersebut boleh memanfatkannya untuk diri sendiri
maupun mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Namun
penyewa tersebut tidak diperbolehkan menempatkan alat-alat
berat atau hal-hal yang dapat merusak bangunan maupun
mengurangi nilai manfaat barang sewaan.*’

Sedangkan dalam hal sewa menyewa yang objeknya tanah,
maka tujuannya harus jelas akan digunakan untuk apa tanah
tersebut, misalnya untuk pertanian dan jenis tanaman apa yang
akan ditanami nantinya, atau digunakan untuk membangun
bangunan, dan lainnya. Apabila tidak dijelaskan, akad ijarah
tersebut menjadi fasid dan tidak sah. Hal tersebut dikarenakan
manfaat tanah dapat berbeda tergantung tujuan untuk penggunaan
tanahnya, selain itu setiap tanman memiliki dampak yang berbeda
terhadap tanah.*’

Dalam hal menyewa kendaraan, harus jelas tentang waktu dan
tempat. Selain itu harus disebutkan juga tujuan penyewaan

kendaraan tersebut, misalnya untuk mengangkut orang atau

% Ibid.
“ 1bid., 415.
1 Ibid.
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barang, karena dapat berpengaruh pada kendaraan yang disewa.
Hal-hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan
terjadinya perselisihan di masa yang akan datang yang menjadikan
jjarah tidak sah.*
Memperbaiki barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, apabila terjadi kerusakan selama
masa sewa yang tidak disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka
yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya adalah pemilik
barang.” Namun pemilik barang tersebut tidak dapat dipaksa
untuk memperbaiki kerusakana yang ada. Apabila penyewa
memperbaiki kerusakan tersebut atas permintaan pemilik, maka
penyewa dapat meminta ganti untuk biaya perbaikan. Tetapi
apabila penyewa dengan sukarela memperbaikinya sendiri, maka
pemilik tidak ada kewajiban untuk mengganti biaya perbaikan.**
Kewajiban penyewa setelah masa jjiarah habis

Terdapat kewajiban yang harus dilakukan penyewa apabila
masa sewa habis, di antaranya:*
1) Apabila objek sewa tersebut toko, rumah, atau sebuah

bangunan, maka penyewa harus mengembalikan kunci setelah

masa sewa habis kepada pemilik.

2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah ..., 332.
* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam ..., 416.
* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah ..., 333.

* bid.
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2) Apabila objek sewa tersebut kendaraan, maka penyewa wajib
mengembalikan kendaraan kembali ke tempat asalnya.
2. Iljarah atas pekerjaan
ljarah atas pekerjaan merupakan menyewa seseorang untuk
melakukan pekerjaan tertentu. Ulama bersepakat bahwasannya ijarah
atas pekerjaan ini diperbolehkan dengan syarat jenis pekerjaan yang
dilakukan itu jelas dan tidak melanggar ketentuan syara’.*® Misalnya
menyewa tukang dan kuli bangunan untuk membangun rumah, buruh
pabrik, penjahit baju, dan sebagainya. Seseorang yang disewa untuk
melakukan suatu pekerjaan disebut ajir. Terdapat dua macam ajir,
yaitu:47
a. Ajir khas
Ajir khas atau pekerja khusus, yaitu seseorang yang disewa
untuk satu orang dalam jangka waktu tertentu. Pekerja ini tidak
diperbolehkan bekerja untuk orang lainnya selain orang yang
menyewanya, misalnya asisten rumah tangga.
b. Ajir musytarak.
Ajir musytarak atau pekerja umum, yaitu seseorang yang disewa
untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperuntukkan orang
banyak, misalnya penjahit baju, pengacara, tukang kayu, dan

sebagainya.

* Muhammad Yazid, Ekonomi Islam ..., 198.
47 Wahbah Az-Zuvhaili, Figih Islam ..., 417.
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E. Perselisihan Pihak yang Berakad
Berikut beberapa hal yang harus dilakukan apabila terjadi perselisihan
antara pihak yang berakad, antara lain:

1. Apabila pihak yang berakad berselisih perihal imbalan atau barang
yang diambil manfaatnya, sedangkan akad yang dilakukan sah maka
perselisihan dapat terjadi baik sebelum maupun setelah manfaat barang
diambil.

2. Apabila pihak yang berakad berselisih sebelum manfaat sempat
diambil, maka kedua pihak tersebut bersumpah untuk satu sama lain.
Jika pihak yangberakad telah melakukan sumpah, maka akad ijarah
dinilai batal. Namun apabila hanya salah satu pihak yang tidak
bersedia melakukan sumpah, maka tuduhan yang ditujukan padanya
harus dilakukan.*®

3. Apabila pihak yang berakad berselisih setelah penyewa mengambil
sebagian manfaat barang, maka perihal masa sewa yang telah berlalu
perkataan penyewalah yang dibenarkan beserta dengan sumpahnya.
Sedang untuk masa sewa yang tersisa, maka pihak yang terlibat
melakukan sumpah satu sama lain dan akadnya dianggap batal.

4. Apabila pihak yang berakad berselisih setelah masa sewa habis, maka
perihal besarnya imbalan perkataan penyewalah yang dibenarkan

beserta sumpahnya.

* Ibid., 428.
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F. Berakhirnya Akad Jiarah
Akad 7jarah dapat berakhir karena beberapa hal, di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, akad 7jarah berakhir apabila salah satu
pelaku akad meninggal dunia. Sedangkan jumhur ulama berpendapat
apabila salah satu pelaku akad meninggal, akad 7jarah tidak berakibat
fasakh atau akad ijarah berakhir. Sama seperti jual beli akad Jjarah
adalah akad yang lazim, yaitu mustajir atau penyewa memperoleh
manfaat terhadap barang yang disewa dan juga sebagai hak milik,
untuk itu akad jjarah dapat berpindah kepada ahli waris.*

2. Pembatalan akad jjarah oleh pihak-pihak yang berakad. Sama halnya
dengan akad jual beli, akad jjarah merupakan akad muawdadah atau
tukar menukar, maka sangat memungkinkan apabila terjadi pembatalan
akad.

3. Apabila barang yang disewa rusak, maka akad J7iarah tidak dapat
dilanjutkan.

4. Berakhirnya akad ijarah, kecuali terdapat wdzur (halangan). Seperti
sewa menyewa tanah yang digunakan untuk menanam sayuran, apabila
masa sewa habis sedangkan tanaman belum bisa dipanen, maka akad

ijarah dinilai belum selesai.

G. Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/TIX/2017 tentang Akad Jjarah
Akad ijarah juga diatur dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-

MUI/IX/2017. Fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan yang dipaparkan

4 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah ..., 338.
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oleh mufii atau seseorang yang ahli mengenai hukum syara’ kepada
penanya sebagai jawaban atas suatu peristiwa yang hukumnya belum
diketahui dengan jelas. Fatwa DSN-MUI yaitu fatwa yang diterbitkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai
berbagai macam akad, ketentuan, produk, dan operasional Lembaga
Keuangan Syariah.® Fatwa tentang akad jarah ini ditetapkan
berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233, sebagaimana

disebutkan sebelumnya dan surah al-Qasas ayat 26:

<0
- .

S s &0 B s u\ Sl e iy L
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”"

Ayat di atas menjelaskan tentang Nabi Musa yang bertemu dengan
puteri-puteri Nabi Shuaib, kemudian melakukan akad Jjiarah dan
kerjasama dengan Nabi Shuaib. Ayat di atas merupakan aturan untuk
pengupahan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.*

Selain itu disebutkan pula dalam HR. Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi

Waqqash:

o & - -

imdy)qu#;uuwu)gjj "s;@\g;u”;}'pﬂ\jjﬁ\ff

* Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2010), 267.

>! Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 389.
> Suqiyah Musafa’ah, Tafsir Ayat Hukum Ekonomi ..., 129.
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“Kami pernah menyewakan rumah dengan (bayaran) hasil pertanian
yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air;
maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan
memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Berikut isi dari Fatwa DSN NO. 112/DSN-MUI/X1/2017 tentang
Akad ljarah:
1. Ketentuan Umum
a. Akad jjarah adalah akad sewa antara mujir ( ~3) dengan mustajjir
(~k.) atau antara mustajir dengan ajir (~Y) untuk

mempertukarkan manfa'ah dan ujrah, baik manfaat barang maupun
jasa.

b. Mu’jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik
mu jir yang berupa orang (Shakhsiyah tabi iyah/natuurlijke persoon)
maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum (Shakhsiyah i'tibariyah/Shakhsiyah
h ukmiyah/rechtsperson).

c. Mustajir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat

barang) dalam akad al-ijarah ‘ala al-a'yan (=Y _ :,=Y)) atau

penerima jasa dalam akad al-ijarah ‘ala al-a'mal/ijarah ‘ala al-

askhash (JLs) s &,=\/=28 e 5,=Y)), baik musta’jir berupa orang

(Shakhsiyah  tabi'iyah/natuurlijke  persoon) maupun  yang
dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum (Shakhsiyah i'tibariyah/Shakhsiyah hukmiyah

rechtsperson).
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. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad a/-ijarah ‘ala al
a'mal/ al-ijarah ‘ala al-as khash, baik ajir berupa orang (Shakhsiyah
tabi iyalvnatuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan
orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
(Shakhstyah i'tibanyah/Shakhsiyah hukmiyah /rechtsperson).

. Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan
dan pekerjaan (jasa) ajir.

. Mahall al-manfa’ah (i) =) adalah barang sewa/barang yang

dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad al-ijarah
‘ala al-a'yan.

. ljarah 'ala al-a'yvan adalah akad sewa atas manfaat barang.
. ljarah ‘ala al-askhash/ ijarah 'ala al-a'mal adalah akad sewa atas

jasa/pekerjaan orang.

i. [jarah muntahiyah bi tamlik (IMBT) adalah akad 7iarah atas

manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik
atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya

akad zjarah.

j. ljarah mausifah fi al-dhimmah (IMFD) adalah akad ijarah atas

manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) danlatau jasa (‘amal) yang
pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya
(kuantitas dan kualitas).

. ljarah tashghiliyah (123 5,=Y) adalah akad 7jarah atas manfaat

barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas

barang sewa kepada penyewa.
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l. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh
manfaat atas suatu jasa.

m. Wilayah ashyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Muljir
karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

n. Wilayah niyaabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mujir
karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik
atau wali atas pemilik.

. Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk ZJjarah

a. Akad Jjjarah boleh direalisasikan dalam bentuk al-ijarah ‘ala al-

a’yvan dan akad al-ijarah ‘ala al-a’mal/ al-ijarah ‘ala al-as khash.

b. Akad Jjjarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad iarah

tashghiliyah, dan jjarah muntahiyah bi tamlik ijarah mausiifah 1i al-

dhimmah (IMFD).

. Ketentuan terkait Shigat Akad ljarah

a. Akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta
dimengerti oleh Mujit/Ajir dan Musta jir.

b. Akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan
perbuatan/tidakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Ketentuan Terkait Mujir, Musta jir, dan Ajir

a. Akad ijarah boleh dilakukan oleh orang (Shakhsiyah tabi'iyah
/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Shakhsiyah
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i’tibariyah | shakhsiyah hukmiyah rechtsperson) berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mujir, Musta’jir, dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¢. Mujir wajib memiliki kewenangan (wiliyah) untuk melakukan
akad 7jarah baik kewenangan yang bersifat asfyyah maupun
niyabiyyah.

d. Mujirwajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.

e. Mustajirwajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrah.

f. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau
melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

. Ketentuan terkait Manfaat dam Waktu Sewa

a. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang)
secara syariah.

b. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh Mujir dan
Mustajir/Ajir.

c. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus
disepakati oleh Mujir dan Musta Jjir.

d. Musta’jir dalam akad Jijarah ‘ala al-a‘yan, boleh menyewakan
kembali (al- ijarah min al-batin) kepada pihka lain, kecuali tidak
diizinkan (dilarang) oleh Mu Jir.

e. Musta’jir dalam akad oleh al-ijjarah ‘ala al-‘a’yan, tidak wajib

menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena
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pemanfaatan, kecuali karena a/-ta‘adi, al-tagsir, atau mukhalafta al-

syuruth.

6. Ketentuan terkait Ujrah

a.

Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang
boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutagawwam) dan pertauran
perundang-undangan yang berlaku.

Kuantitas dan/atau wjrah harus jelas, baik berupa angka noinal,
prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh
para pihak yang melakukan akad.

Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh
berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang

belum diterima oleh Musta jir sesuai kesepakatan.

7. Ketentuan Penutup

a.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib

terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
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c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

H. Hak Milik

Secara etimologi, hak berarti milik, ketetapan dan kepastian, bagian
dari kewajiban, dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, hak berarti
suatu hukum yang ditetapkan oleh syara’.>® Milik secara etimologi berarti
penguasaan atas sesuatu. Sedangkan secara terminologi, milik berarti
suatu benda yang dikhususkan seseorang dan memiliki penguasaan penuh
yang menyebabkan orang lain tidak dapat bertindak dan
memanfaatkannya.”* Berdasarkan pemaparan di atas, hal tersebut dapat
berarti seorang pengampu memiliki hak untuk menggunakan harta
seseorang yang berada di bawah pengampuannya. Pengampu berhak untuk
membelanjakan harta tersebut, dan pemiliknya merupakan seseorang yang
berada di bawah pengampuannya. Maksudnya tidak semua orang yang
memiliki benda berhak menggunakan, dan tidak semua yang mempunyai
hak penggunaan dapat memiliki benda.”® Berikut kaidah-kaidah fikih

yang berkaitan dengan hak milik, di antaranya:

(VYY1 sl el 53 e w5 1> d;\ﬁ,ﬂ)\ /J\;Z;gj:aﬂx

“Bertransaksi dengan harta orang lain tanpa seizinnya hukumnya
haram”

> Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 45.
> Ibid., 47.
> Ibid., 48.
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Maksud dari kaidah tersebut adalah tidak diperbolehkan melakukan
transaksi apapun dengan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya,
atau wakil pemiliknya yang dapat dibuktikan dengan adanya surat kuasa
dari pemilik. Apabila yang bersangkutan merupakan seorang wakil, maka
tetap harus sesuai sebagaimana yang diinginkan pemilik. Izin dari pemilik

dapat diungkapkan melalui lisan maupun tulisan, bergantung pada

objeknya.’®
P Y 1Y,y 5 OO SIS Y DT Bl Y

“Siapa saja yang tidak memiliki kekuasaan atas harta, maka ia tidak
diizinkan menasarufkannya’

Maksud dari kaidah di atas yaitu setiap akad membutuhkan pelaku
yang berkompeten untuk melakukannya. Untuk itu pelaku atau pihak-
pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat. Hal ini karena suatu
akad merupakan komitmen antara pihak-pihak yang berkaitan dengan hak
dan kewajiban masing-masing, maka orang yang tidak berkompeten tidak
dapat melakukan hal tersebut.”’

Dalam fikih, para ulama menyebutkan bahwa jenis kepemilikan
dibagi menjadi dua jenis, antara lain:*®
1. Al-milku attam (kepemilikan yang sempurna), yaitu jika suatu

manfaat harta atau materi dimiliki oleh seseorang dengan penuh,

yang mengakibatkan segala hak yang berkaitan dengan harta

*% Enang Hidayat, Kaidah Fikih ..., 40.
> 1bid., 43.
> Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), 67-68.
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tersebut berada di bawah penguasaannya. Hak milik ini bersifat

mutlak dan tidak terbatas oleh waktu serta tidak dapat digugurkan

oleh orang lain. Hak kepemilikan sempurna ini memilik beberapa ciri,

yaitu:

a.

Kepemilikan materi dan manfaat harta sifatnya sempurna sejak
awal.

Hak kepemilikannya tidak didahului dengan sesuatu yang dimiliki
sebelumnya, maksudnya materi dan manfaat harta ada sejak
kepemilikan terhadap benda tersebut.

Hak kepemilikannya tidak terbatas oleh waktu.

Hak kepemilikannya tidak dapat digugurkan.

Jika benda tersebut merupakan kepemilikan bersama, maka

masing-masing dapat menggunakannya.

Al-milku annaqis (kepemilikan yang tidak sempurna), yaitu jika

seseorang memilik hak penuh materi atas suatu harta, namun

manfaatnya dalam penguasaan orang lain. Hak kepemilikan yang

tidka sempurna ini memiliki beberapa ciri, sebagai berikut:

a.

b.

Dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya.

Menurut Ulama Hanafiyah, tidak dapat diwariskan karena mafaat
tidak termasuk dalam harta. Sedangkan jumhur ulama
membolehkannya.

Orang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta

tersebut kepada pemiliknya. Namun apabila pemilik menyerahkan
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harta tersebut kepada orang lain yang akan memanfaatkannya,
maka harta tersebut merupakan amanah, dan dapat dikenakan
ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta
tersebut.

d. Orang yang memanfaatkan harta memiliki kewajiban untuk
merawat barang tersebut.

e. Seseorang yang memanfaatkan barang tersebut memiliki
kewajiban untuk mengembalikan barang jika pemilik
memintanya, kecuali jika orang yang memanfaatkan tersebut

memperoleh mudharat dengan pengembalian harta itu.

I. Kaidah Adat

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan sering dijadikan sebagai
pertimbangan dalam penetapan hukum. Karena kebiasaan atau adat
berperan penting sebagai acuan dalam hukum fikih, baik mengenai ibadah
maupun ekonomi Islam, maka kebiasaan atau adat yang berlaku di tengah
masyarakat berpengaruh terhadap penentuan hukum yang diterapkan di
tengah-tengah mereka. Kebiasaan atau adat ini telah diperluas menjadi
teori yang dapat diterapkan dalam isu hukum yang terus berkembang

pada masa modern ini. > Berikut kaidah pokok mengenai adat:

L @

LSl

** M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam (Malang:
UB Press, 2017), 145.
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“Suatu adat dapat dijadikan hukum”

Kata @dah dalam bahasa Arab berarti seuatu yang berulang-ulang.
Sedangkan mukakamah berarti rujukan dalam menentukan hukum atau
memutus perselisihan. Istilah ‘@dah dalam fikih jugda disebut dengan ‘urf’
(kebiasaan) yang berlaku. Kebiasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun akal yang
lurus. Sebagian ahli fikih mengungkapkan bahwa ‘urf adalah kebiasaan
yang berkaitan dengan perkataan atau ucapan, sedangkan ‘@dah berkaitan
dengan perbuatan.®

Selain kaidah pokok, ada pula kaidah cabang yang menyebutkan
bahwa kaidah adat sama dengan syarat. Dalam sebuah transaksi suatu
syarat harus dilakukan, begitu juga dengan kebiasaan yang berkaitan
dengan transaksi yang harus dilaksanakan.®! Berikut kaidah cabang

mengenai adat sama dengan syarat:

B Lol e Ly

“Yang sudah diketahui dalam kebiasaan itu seperti yang disyaratkan
dengan syarat”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang diketahui dalam
kebiasaan itu seperti yang disyaratkan dalam syariat. Kaidah cabang di
atas merupakan penjelasan lanjut atas kaidah pokok. Menjadikan

kebiasaan sebagai hukum itu sama dengan menjadikan kebiasaan

 1bid., 146-147.
1 bid., 153.
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berkedudukan sama dengan syarat dalam suatu akad, yakni sama-sama
harus dilaksanakan.®

Kaidah ini dapat dilarang apabila bertentangan dengan ketentuan
yang sudah diatur dalam syariat. Apabila suatu kebiasaan dalam
masyarakat sudah berlaku, namun ternyata bertentangan dengan syariat

maka hal tersebut tidak dibenarkan.

52 1bid., 154.



BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN GRAB DI SIDOARJO

A. Profil Sidoarjo

1.

Letak Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 29 kabupaten yang
berada di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo juga dikenal
sebagai kota Delta karena wilayahnya yang terletak di antara Sungai
Surabaya di sebelah utara dan Sungai Porong di sebelah selatan yang
merupakan pecahan dari Sungai Brantas. Secara geografis, Kabupaten
Sidoarjo berbatasan langsung dengan Kota Surabaya di sebelah utara,
Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Pasuruan di sebelah
selatan, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat. Sedangkan secara
astronomis, Kabupaten Sidoarjo terletak di antara 7,3°-7,5° LS
(Lintang Selatan) dan antara 112,5°-112,9° BT (Bujur Timur).

Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan yang luas
seluruhnya sebesar 714,243 km? berupa daratan, dan 201,686 km?
berupa lautan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Jabon yang
memiliki luas 11,34 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan kecamatan terluas kedua yaitu Kecamatan Sedati dengan

53
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luas 11,12 persen dari luas Kabupaten Sidoarjo, dan kecamatan yang
wilayahnya paling sempit yaitu Kecamatan Gedangan.'
2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Sensus
Penduduk pada bulan September 2020 yaitu 2.082.801 jiwa. Jika
dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk sepuluh tahun
sebelumnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo terus
mengalami peningkatan kurang lebih 14,13 ribu jiwa setiap tahunnya
atau 0,7 persen setiap tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan
tahun 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan
kurang lebih 0,7 persen.”

Berdasarkan total keseluruhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo,
yang berdomisili sesuai KK/KTP kurang lebih 1.820.,4 ribu jiwa atau
setara dengan 87,4 persen dari 2.082,8 ribu penduduk. Sedangkan 12,6
persen sisanya merupakan penduduk yang tidak lagi berdomisili sesuai
KK/KTP karena sebagian besar merupakan penduduk yang berpindah
dari tempat tinggal yang tercantum dalam alamat KK/KTP.?

Jumlah penduduk laki-laki berdasarkan Sensus Penduduk 2020
yaitu 1.048,5 ribu orang, atau setara dengan 50,34 persen dari total

keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan jumlah

' BPS Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021 (Sidoarjo: BPS Kabupaten
Sidoarjo, 2021), 4.

? Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, “Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Sidoarjo”,
Berita Resmi Statistik, No. 2 (Januari, 2021), 3.

3 Ibid., 4.
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penduduk perempuan yaitu 1.034,2 ribu orang atau setara dengan
49,66 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten
Sidoarjo. Berdasarkan pencatatan tersebut, maka terdapat 101 laki-
laki per 100 perempuan dari rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten

Sidoarjo tahun 2020.*

. Gambaran Topografi

Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl yang
menmiliki tiga karakteristik tanah, di antaranya:’

a. Ketinggian 0-3 meter adalah daerah pantai dan pertambakan yang
berada di sebelah timur yang berair asin atau payau dengan luas
214,20 km>.°

b. Ketinggian 3-10 meter adalah daerah berair tawar yang berada di
tengah dan banyak digunakan untuk pertanian.

c. Ketinggian 10-25 meter yang berada di sebelah barat.

Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan
dengan 322 desa dan 31 kelurahan. Sedangkan untuk desa-desa yang
berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi dua yakni desa

pedesaan dan desa perkotaan.

*1bid,, 5.

> BPS Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ..., 4-5.

% Profil Kabupaten Sidoarjo, “Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2019”, 5.
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4. Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2019, kondisi ekonomi Kabupaten Sidoarjo
mengalami pertumbuhan sebesar 5,99 persen, dan melambat sebesar
0,03 persen jika dibandingkan pada tahun 2018 yang melambat
sebesar 6,03 persen. Penyebab melambatnya laju pertumbuhan
tersebut adalah karena lapangan usaha Pengadaan Listrik dan
Transportasi tumbuh melambat. Sementara 15 sektor lainnya
mengalami pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Lapangan usaha di sektor industri pengolahan mengalami
pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,88 persen. Sementara
lapangan usaha bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan
mengalami pertumbuhan ekonomi terendah yakni sebesar 0,26 persen.
Penyebab menurunnya laju pertumbuhan disebabkan karena kontraksi
pada subsektor kehutanan dan penebangan kayu.

Selain Industri pengolahan, lapangan usaha lain yang mengalami
laju pertumbuhan positif di atas enam persen yaitu penyediaan
akomodasi dan makan minum juga, real estate, jasa perusahaan, jasa
kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, jasa
pendidikan, dan jasa lainnya.

Sedangkan sektor lapangan usaha lain yang mengalami laju
pertumbuhan positif di bawah enam persen yaitu pertambagan dan

penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
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ulang, perdagangan, reparasi mobil dan motor, jasa keuangan, dan

asuransi, administrasi pemerintahan, dan pertahanan jaminan sosial.

B. Profil Grab

Grab adalah perusahaan transportasi yang menyediakan aplikasi
layanan pemesanan transportasi online yang kantor pusatnya terletak di
Singapura. Sebelumnya Grab lebih dikenal sebagai GrabTaxi, yang
kemudian melakukan rebranding menjadi Grab pada tahun 2016. Selain
menyediakan ~ layanan  pemesanan  transportasi, Grab  telah
mengembangkan layanan lain untuk pemesanan makanan, pengiriman
barang, yang pembayarannya dapat dilakukan non tunai melalui aplikasi.8

Grab terus berkembang dan telah tersebar di hampir seluruh wilayah
Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei. Di Indonesia sendiri, Grab telah
beroperasi di 125 kota, dari Banda Aceh sampai Jayapura-Papua. Saat ini
kantor pusat Grab berada di Singapura, yang mana pada mulanya berada
di Malaysia. Pada tahun 2018 Grab memperbesar perusahaan dengan
mengakuisisi Uber, sehingga Uber saat ini memiliki 27,5 persen saham
Grab.’

Grab menawarkan solusi melalui kemajuan teknologi bagi
masyarakat dalam menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Melalui satu aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai

7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun
2019”, Berita Resmi Statistik, No. 02 (Juni, 2020), 3.

¥ Wikipedia, “Grab (Perusahaan)”, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan),
diakses pada 29 April 2021.

? Ibid.
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jenis layanan yang tersedia, mulai dari pemesanan ojek, taksi, kendaraan
pribadi, layanan pesan antar makanan, jasa pengiriman paket, sampai
belanja online dengan aman, nyaman, dan biaya terjangkau.

Terdapat berbagai macam jenis layanan transportasi yang ditawarkan
oleh Grab dan diakses melalui aplikasi yang hanya perlu diunduh di
ponsel pintar. Layanan tersebut di antaranya GrabBike yaitu jasa ojek
online; GrabCar, yaitu jasa penyewaan kendaraan pribadi yang disertai
dengan driver; GrabTaxi, yaitu layanan untuk mendapatkan taksi dengan
tarif yang tetap; GrabAssistant, yaitu pengemudi melakukan pesan antar
barang; GrabExpress, yaitu layanan untuk pengiriman barang berupa
dokumen atau paket. Seluruh pengemudi yang bekerja sama dengan Grab
dipastikan memiliki lisensi berkendara untuk memberikan layanan kepada
penumpang dengan aman dan nyaman. '’

Selain layanan transportasi, Grab juga menyediakan layanan
GrabFood atau pesan antar makanan dari berbagai restoran yang tersedia
dalam opsi menu aplikasi. GrabMart untuk layanan pemesanan barang
belanja. GrabHealth dan Clean & Fix untuk layanan kesehatan dan
membersihkan rumah. Semua biaya dapat dilakukan tunai maupun non
tunai seperti e-money.

Pengemudi (driver) merupakan mitra Grab sebagai penyedia pihak
ketiga untuk memberikan layanan kepada pengguna aplikasi Grab. Grab

sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan banyak pihak, tentu

19 Grab, “Layanan Transportasi”, dalam www.grab.com/id/transport/, diakses pada 28 Mei 2021.
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memiliki peraturan yang wajib dipatuhi. Tidak terkecuali driver yang

telah terikat perjanjian dan wajib patuh terhadap kode etik mitra Grab.

Berikut beberapa daftar pelanggaran yang terdapat dalam kode etik

umum mitra Grab:

1.

Gagal melakukan verifikasi wajah setelah penyelesaian pesanan dalam

waktu yang ditentukan.

. Melakukan kelalaian sehingga akun mitra dipakai oleh orang lain,

meminjamkan maupun melakukan jual beli akun mitra Grab.

. Teridentifikasi menggunakan dokumen yang dipalsukan termasuk

identitas diri (contoh dokumen: KTP, SIM, KK, SKCK, dll) dan/ tidak
melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan.

Berikut beberapa daftar pelanggaran yang termasuk dalam kategori

pelanggaran sangat berat bagi pengemudi GrabBike:

1.

Menggunakan plat kendaraan yang berbeda dengan yang tampil pada

aplikasi Grab.

. Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang terdaftar pada

aplikasi Grab.

. Perbedaan identitas pengemudi dengan identitas mitra yang tampil

pada aplikasi Grab.

. Melakukan penjualan atau pembelian atribut baik helm atau jaket,

yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak Grab, baik berupa

kerugian materiil dan immaterial (pencemaran nama baik).
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Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam,
bergantung pada jenis dan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi
tersebut dapat berupa tidak dapat menerima pesanan untuk sementara
waktu sampai melakukan verifikasi ke GDC (atau Grab Driver Center
adalah pusat pelayanan yang diperuntukkan mitra pengemudi Grab yang
memiliki masalah dalam penggunaan akun, maupun dalam kegiatan
operasional), pembekuan akun, hingga yang paling berat yakni pemutusan
hubungan dengan mitra.

Selain itu, dalam kode etik Grab disebutkan bahwasanya akun mitra
akan dinonaktifkan apabila dengan sengaja membiarkan akun tidak aktif
selama tiga bulan berturut-turut. Untuk mengaktifkan akun kembali,
mitra harus mendatangi kantor untuk pengaktifan akun kembali dengan

segala pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Grab terlebih dulu.

. Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo

Pada era modern saat ini, memaksa manusia untuk terus mengikuti
perkembangan teknologi. Namun di tengah kemajuan teknologi yang
semakin pesat ini, juga membuat biaya hidup terus naik. Kebutuhan hidup
yang harus dipenuhi membuat banyak orang mencari cara untuk
memperoleh pendapatan lebih demi mencukupi kehidupan sehari-hari.
Salah satu di antaranya yaitu dengan melakukan sewa menyewa akun
ojek online.

Meskipun fitur-fitur dalam aplikasi ojek onl/ine terus dikembangkan

untuk kemudahan pengguna dan keamanan serta kenyamanan
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penumpang, namun praktik sewa akun ojek online ini masih dapat
ditemukan. Praktik sewa menyewa akun Grab tidak jauh berbeda dengan
praktik sewa menyewa pada umumnya. Dalam praktiknya, driver tidak
hanya menyerahkan akunnya kepada penyewa dengan memberikan akun
google yaitu berupa email dan password akun. Setiap akad yang
diserahkan selain akun, ada barang lain bergantung dengan kesepakatan
saat akad, termasuk upah dan jangka waktu sewa. Terdapat beberapa
sebab driver menyewakan akunnya atau mu’ajjir, maupun driver yang
menggunakan identitas orang lain dalam akunnya.

Menurut penuturan driver yang menyewakan akun miliknya, karena
kebetulan saat itu memperoleh pekerjaan tetap di tempat lain dan
memperoleh pendapatan yang lebih besar, jadi akun Grab yang dimiliki
sedang tidak digunakan. Pada saat yang sama ada yang menawarkan
untuk menyewa akunnya, karena pendapatan yang diperoleh dari
pekerjaannya saat itu kurang untuk menutupi kebutuhan sehari-sehari.'"
Sedangkan driver lain mengungkapkan bahwa tidak berniat menggunakan
akun untuk menjadikannya pekerjaaan atau sumber pendapatan, namun
hanya ingin memperoleh penghasilan tambahan yang tidak mengganggu
waktu untuk kuliah."

Pada sisi lain perusahaan terus mengupayakan yang terbaik untuk

kenyamanan dan keamanan pengguna dengan cara mengupgrade aplikasi

"' Diva, Wawancara, Sidoarjo, 17 Februari 2021.

12 Badrus, Wawancara via Whatsapp, 26 Februari 2021.
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dengan fitur-fitur baru seperti verifikasi wajah oleh driver. Verifikasi
wajah hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun yang terdaftar atau mitra
Grab. Untuk mengatasi hal tersebut, driver memiliki alternatif agar tidak
mendapat sanksi, seperti berupa suspend sampai dapat berhasil
melakukan verifikasi wajah.

Suspend yaitu penghentian sementara sehingga driver tidak dapat
menggunakan aplikasi ataupun dapat menerima order. Jika sedang
digunakan dan terdapat notifikasi yang mengharuskan driver melakukan
verifikasi wajah, penyewa akun akan menghubungi pemilik akun dan
memberitahukan hal tersebut. Selanjutnya pemilik akun akan melakukan
verifikasi wajah, yang kemudian penyewa dapat /og in kembali dan dapat
menggunakan akun kembali.'?

Apabila akun tersebut digunakan oleh penyewa, maka identitas driver
yang terdapat dalam aplikasi berbeda dengan yang berhadapan langsung
dengan penumpang. Ketika terdapat penumpang yang mengajukan
komplain, baik kendaraan dan plat yang berbeda, maupun identitas wajah
yang berbeda dengan di aplikasi, menurut penuturan driver, “penumpang
memang banyak yang komplain, tapi yang paling sering itu plat nomor
kenapa kok beda dengan di aplikasi. Untuk motor jarang dikomplain,

apalagi wajah, karena saat mengemudi biasanya saya menggunakan buft’

13 Diva, Wawancara, Sidoarjo, 17 Februari 2021.
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penutup wajah yang menutupi sebagian besar wajah, jadi penumpang
jarang komplain identitas wajah.”"*

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa penyebab
penyewa akun tidak mendaftarkan diri menjadi mitra Grab. Menurut
penuturan salah satu driver, mengungkapkan bahwasanya pihak Grab
belum membuka untuk pendaftaran mitra lagi, sedangkan penyewa
sedang dalam keadaan membutuhkan pendapatan tambahan. Alasan yang
sama juga dipaparkan oleh driver lainnya, bahwa pendaftaran mitra Grab
saat itu sudah ditutup, sedangkan penyewa lebih membutuhkan karena
untuk memenuhi kebutuhan sebab sudah berkeluarga.'

Menurut Diva sebagai salah satu mitra Grab menuturkan, perusahaan
Grab memang tidak setiap waktu membuka pendaftaran untuk mitra
pengemudi. Ketika terdapat banyak akun yang disuspend, perusahaan
kemudian baru membuka untuk pendaftaran mitra pengemudi. Namun, di
samping itu, setiap pengajuan untuk pendaftaran sebagai mitra tidak
selalu diterima. Selain itu untuk mendaftar sebagai mitra Grab, terdapat
beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Persyaratan tersebut di
antaranya membawa identitas diri, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran, motor yang diproduksi di atas tahun 2010, dan juga meterei. '

Setiap mitra mengetahui bahwa dengan menyewakan akunnya

mereka bisa mendapatkan sanksi dari Grab. Namun penyebab mereka

' Badrus, Wawancara via Whatsapp, 26 Februari 2021.
" Ircham, Wawancara via Whatsapp, 10 Juni 2021.
' Sony, Wawancara via Whatsapp, 11 Juni 2021.
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tetap melakuakn itu karena mereka menyewakan akun miliknya kepada
orang yang mereka percaya. Jadi mereka tidak ada ketakutan apabila akun
tersebut disalahgunakan oleh penyewa.

Ketika akad berlangsung, selain akun google yang berupa email dan
password, yang diserahkan juga atribut seperti jaket dan helm. Namun,
ada juga yang menyerahkan selain email/ dan password akun, juga atm
yang rekeningnya tersambung dengan akun, kemudian untuk atribut jaket
dan helm penyewa sudah memiliki sendiri yang didapatkan dengan cara
membeli.'” Dalam hal upah dan jangka waktu sewa, kedua belah pihak
menyepakati dengan upah di akhir setelah penyewa menggunakan akun.
Besaran upah yang diberikan oleh penyewa berbeda-beda, ada yang
memberikan Rp 50.000,- setiap satu minggu sekali selama masa sewa 6
bulan, ada juga yang memberikan Rp 400.000,- setiap satu bulan sekali.

Dalam hal rekening untuk mitra, setelah mendaftar mitra langsung
membuka rekening sendiri dengan mendatangi bank. Rekening di sini
berfungsi untuk ketika ada penumpang yang membayar cashless atau non
tunai kepada driver. Selanjutnya ketika mitra menyewakan akunnya,
karena akun tersebut tersambung dengan rekening pemilik akun atau
mitra, jadi ketika terdapat penumpang yang melakukan pembayaran non
tunai maka akan masuk ke rekening pemilik yang baru kemudian

ditransfer ke penyewa.

" Trcham, Wawancara via Whatsapp, 10 Juni 2021.
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ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
AKUN GRAB DI SIDOARJO JAWA TIMUR

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur

Grab telah membuat aturan berupa kode etik yang harus dipatuhi
oleh mitra pengemudi. Salah satu di antaranya yaitu larangan untuk
penggunaan akun driver selain oleh pemilik atau mitra Grab. Mekipun
Grab telah menetapkan peraturan tersebut, namun praktik sewa meyewa
akun Grab masih dapat ditemukan di kalangan mitra Grab. Berdasarkan
pemaparan di atas, hal tersebut terjadi karena beberapa sebab.

Faktor penyebab tersebut di antaranya yang pertama, mitra telah
memperoleh pekerjaan lain dengan pendapatan tetap. Kedua, berkebalikan
dengan mitra, penyewa melakukan sewa akun Grab karena pendapatan
yang diperoleh kurang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Menjadi
driver ojek memang sebuah pekerjaan yang pendapatannya tidak tetap,
karena bergantung banyak tidaknya order yang diterima, selain itu juga
jauh tidaknya jarak yang ditempuh yang menjadi tujuan penumpang.
Ketiga, penyewa melakukannya semata-mata untuk menambah uang jajan
yang pekerjaannya tidak menggangu waktu kuliah. Pekerjaan sebagai
driver ojek online sebenarnya memang lebih fleksibel, karena driver dapat
menentukan sendiri waktu kerjanya dengan cara menonaktitkan akun jika

tidak ingin digunakan. Berdasarkan pemaparan tersebut, sewa menyewa
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akun Grab dapat terjadi karena adanya peluang. Sebab mitra sedang tidak
menggunakan akun, dan penyewa yang membutuhkan pendapatan
tambahan, jadi keduanya sama-sama saling diuntungkan.

Pada sisi lain, perusahaan terus mengembangkan fitur-fitur baru
sebagai penunjang aplikasi untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna.
Salah satu fitur tersebut adalah ferivikasi wajah, yakni pendeteksi wajah
mitra untuk menyesuaikan identitas yang tercantum dalam aplikasi.
Verifikasi wajah hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun yang terdaftar
sebagai mitra. Agar penyewa tetap dapat menggunakan akun, ketika
driver diharuskan melakukan verifikasi wajah, penyewa akan
menghubungi pemilik agar dilakukan verifikasi wajah dan akun dapat
berjalan kembali.

Dalam hal penggunaan akun Grab oleh penyewa, artinya penyewa
menggunakan identitas orang lain yang tercantum dalam aplikasi. Ketika
akun digunakan dan mendapat order dari penumpang, terdapat sebagian
penumpang mengajukan komplain karena identitas driver berbeda dengan
yang tertera dalam profile akun driver di aplikasi, baik dari wajah, plat
nomor, sampai kendaraan driver. Namun, dibandingkan dengan identitas
wajah dan kendaraan yang berbeda, komplain yang paling sering didapat
oleh driver yaitu mengenai plat nomor. Hal tersebut dikarenakan ketika
mengemudi, driver menggunakan buff penutup wajah atau masker,
sehingga penumpang jarang mengajukan komplain mengenai identitas

wajah driver.
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Selain sedang dalam keadaan terdesak, penyebab lain penyewa lebih
memilih menyewa akun dibandingkan mendaftarkan diri sebagai mitra
adalah pihak Grab belum membuka kembali untuk pendaftaran mitra
pengemudi Grab. Perusahaan Grab memang tidak setiap waktu membuka
pendaftaran untuk mitra pengemudi. Ketika terdapat banyak akun yang
disuspend, perusahaan kemudian baru membuka untuk pendaftaran mitra
pengemudi. Namun di samping itu, setiap pengajuan yang dilakukan
untuk menjadi mitra pengemudi tidak selalu diterima. Selain itu untuk
mendaftar sebagai mitra Grab, terdapat beberapa persyaratan yang harus
terpenuhi. Persyaratan tersebut di antaranya membawa identitas diri,
seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, motor yang diproduksi di
atas tahun 2010, dan juga meterei.

Setiap mitra mengetahui bahwa dengan menyewakan akun miliknya,
artinya mereka menanggung risiko yakni bisa mendapatkan sanksi dari
Grab karena telah melanggar kode etik. Apabila praktik sewa menyewa
akun ini diketahui oleh pihak Grab, maka sanksi yang akan mereka
dapatkan adalah pemutusan hubungan mitra. Namun, mereka tetap
melakukan hal tersebut, di samping membantu penyewa yang memang
membutuhkan, juga karena mereka menyewakan akun tersebut kepada
seseorang yang mereka percaya. Sehingga mereka tidak ada ketakutan
apabila penyewa akan menyalahgunakan akun.

Ketika akad berlangsung, objek yang diserahkan oleh pemilik akun

kepada penyewa berbeda-beda. Ada pemilik yang menyerahkan akun
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google, dan atm yang rekeningnya tersambung dengan akun Grab, tanpa
atribut kaet dan helm, karena penyewa sudah memiliki yang didapatkan
dengan membeli. Ada pula yang menyerahkan akun google dan atribut
jaket dan helm. Dalam hal upah dan jangka waktu sewa, besaran nilai dan
lamanya bergantung kesepakatan kedua pihak. Ada yang sepakat dengan
memberikan Rp 50.000,- setiap satu minggu sekali dengan jangka waktu
sewa 6 bulan, ada pula yang memberikan upah Rp 400.000,- setiap satu

bulan sekali.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di
Sidoarjo Jawa Timur
ljarah dalam fikih muamalah adalah suatu akad dengan pemindahan
hak pakai atau pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa yang
memiliki jangka waktu tertentu dengna upah, sebagai imbalan. Sama
halnya dengan akad lainnya, suatu akad 7jarah dapat dinilai sah apabila
rukun dan syaratnya terpenuhi. Berdasarkan pemaparan sebelumnya,
berikut akan diuraikan praktik sewa menyewa akun Grab jika dikaitkan
dengan rukun dan syarat ijarah:
1. Agid
‘Aqgid yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, yakni pemilik
barang atau pihak yang menyewakan barang dan penyewa atau pihak
yang mengambil manfaat atas barang yang disewakan. Seorang ‘dgid
haruslah sudah balig, berakal, cakap hukum, dan mampu. Selain itu,

pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kekuasaan atas
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barang yang disewakan atau pihak yang menyewakan mempunyai hak
untuk menyewakan objek sewa, dan pihak penyewa harus mampu
membayar sewa. Agar lebih jelas, berikut uraian untuk syarat-syarat
bagi seorang 7gid, di antaranya;’

a. Ahlyah (kecakapan)

Ahliyah atau kecakapan terbagi menjadi dua macam, yaitu
ahliyatul wujiib dan ahliyatul ada’. Ahliyahtul wujiib yaitu
kecakapan seseorang dalam menerima suatu hak dan kewajiban,
sedangkan ahliyahtul ada’ yaitu kecakapan seseorang dalam
melakukan suatu hak dan kewajiban. Seseorang yang memiliki
ahltyahtul ada’ yaitu seseorang yang sudah balig dan berakal, serta
tidak terhalang oleh apapun dalam kecakapan.

b. Wilayah (kekuasaan)

Wildyah yaitu suatu kuasa yang diberikan kepada seseorang
yang dapat melaksanakan suatu akad untuk dirinya sendiri
maupun untuk mewakili orang lain di bawah perwaliannya.
Ahliyahtul ada’ termasuk dalam syarat sahnya suatu akad,
sedangkan wildyah atau kekuasaan termasuk dalam syarat untuk
berlangsungnya suatu akad serta dapat menimbulkan akibat-akibat
hukum. Terdapat tiga hukum akad berdasarkan hubungan antara

ahliyah dan wildyah, di antaranya:

' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2017), 116-117.
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1) Jika seseorang yang melakukan akad memiliki ahfyah
(kecakapan) yang sempurna serta memiliki wilayah
(kekuasaan), maka akadnya dinilai sah dan nahfiz (bisa
dilangsungkan), kecuali terdapat pihak yang dirugikan. Pihak
yang dirugikan ini dapat mengizinkan maupun menghalangi,
yang dapat menjadikan akad tersebut ditangguhkan (mauquf).

2) Jika seseorang yang melakukan akad tidak memiliki
kecakapan, tapi memiliki kekuasaan, maka akadnya tetap
dinilai tidak sah. Namun, jika akad dilakukan oleh seseorang
yang memiliki kecakapan yang tidak sempurna, misalnya anak
mumayiz, maka akadnya dinilai sah serta bisa dilangsungkan
jika dapat menguntungkan seratus persen, dan sebaliknya
menjadi batal jika dapat merugikan seratus persen, dan
akadnya ditangguhkan untuk menunggu persetujuan dari wali
yang bersangkutan.

3) lJika seseorang yang melakukan akad memiliki kecakapan
yang sempurna, namun tidak memilik kekuasaan, maka akad
tersebut dengan akad fuduf, dan akadnya akan ditangguhkan
untuk menunggu persetujuan dari pemilik barang.

Dalam hal sewa menyewa pihak-pihak yang terlibat haruslah

saling rela, karena tidak sah suatu akad yang dipaksakan.” Ketika

melakukan akad 7jarah, pihak-pihak terkait yang melakukan akad

? Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019), 118.
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harus saling merelakan, tanpa adanya unsur paksaan agar akad tersebut
dapat dinilai sah. Dalam surah an-Nisa’ ayat 29 menjelaskan
bahwasanya apabila akad 7jjarah dilakukan dan terdapat unsur paksaan
di dalamnya atau dilakukan dengan cara yang batil maka akad tersebut
tidak sah, kecuali dengan jalan suka sama suka antara pihak yang
berakad.

Dalam praktik sewa menyewa akun Grab, pihak yang menyewakan
akun Grab atau mitra dan penyewa akun memiliki ahA/Zyatul ada’ yang
sempurna, yang merupakan bagian dari syarat sahnya akad. Namun
kekuasaan yang dimiliki oleh mitra tidak sempurna, dan terdapat pihak
yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah perusahaan
Grab. Karena Grab merupakan perusahaan yang menyediakan p/atform
aplikasi untuk mitra. Kerugian tersebut dapat berupa menurunnya
kepercayaan kustomer, serta berpotensi akan timbulnya pencemaran
nama baik. Selain itu meminimalisir terjadinya penipuan, dan kerugian
materiil yang dapat merugikan lebih banyak pihak. Ma’qud ‘alayhi.

Ma’qud ‘alayhi merupakan objek sewa, yakni barang atau jasa
yang disewakan dan pemilik memiliki kuasa atas barang tersebut.
Objek sewa yang dapat disewakan merupakan sesuatu yang
manfaatnya dapat diambil dan tidak melanggar syara’ serta keadaan
objek tersebut tidak berubah selama disewakan. Syarat-syarat objek
sewa di antaranya yaitu, objek sewa harus jelas untuk meminimalisir

kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.



72

Selain itu manfaat dari objek sewa dapat digunakan dan sesuai
syara’, karena dalam hal sewa menyewa, jika manfaat barang yang
disewakan belum jelas kegunaannya maka akad tersebut tidak sah.
Objek sewa juga dapat diserahkan beserta kegunaannya, karena tidak
sah suatu akad 7jarah apabila kegunaan atau manfaatnya tidak dapat
diserahkan.

Objek sewa dalam praktik sewa menyewa akun Grab merupakan
akun Grab itu sendiri. Akun Grab tersebut jelas manfaat dan
kegunaannya, serta dapat diserahkan dengan memberitahukan akun
google yakni berupa email dan password akun Grab kepada penyewa.
Selain akun google, barang lain yang diserahkan kepada penyewa
adalah atribut jaket dan helm, ada pula yang menyerahkan akun google
dan ATM. Barang lain yang diserahkan selain akun google, berbeda-
beda tergantung kesepakatan antara pemilik akun dan penyewa.

2. Shighat

Shighat atau ijab dan gqabul merupakan pernyataan kemauan dari
pihak-pihak yang berakad yang dapat dilakukan secara sharikh atau
jelas, ataupun secara kindyah atau kiasan yakni berupa surat perjanjian
tertulis yang dibubuhi tanda tangan pihak-pihak terkait. Ijab yaitu
pernyataan dari pemilik objek atau pihak yang menyewakan, dan

kabulyaitu pernyataan dari pihak penyewa.>

> Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 194.
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ljab gabul yang dilakukan antara pemilik akun Grab dengan
penyewa adalah dengan bertemu tatap muka secara langsung dan
diucapkan secara lisan, tanpa adanya surat perjanjian tertulis. Ijab
kabul ini dinilai sah karena dilakukan secara jelas.

3. Upah

Upah merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh penyewa
kepada pihak yang menyewakan atas manfaat yang diperoleh.* Syarat-
syarat upah ada dua, yaitu upah harus diketahui. Karena upah adalah
harga atau nilai atas suatu manfaat barang yang diambil, sama halnya
dalam akad jual beli, harga atas barang harus diketahui. Syarat ini
sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad dari Abi Sa’id,
bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa menyewa tenaga kerja,
hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”.” Hal ini bertujuan untuk
menghindari perselisihan atau sengketa oleh pihak-pihak yang berakad.
Syarat kedua yaitu bentuk upah tidak boleh sama dengan bentuk objek
sewa, apabila keduanya sama maka akad tersebut tidak sah.

Penentuan upah dalam sewa menyewa akun Grab berdasarkan
kesepakatann kedua pihak yakni antara pemilik akun dan penyewa.
Keduanya sepakat upah baru diberikan penyewa setelah pemakaian

akun Grab dalam jangka waktu, yang juga keduanya sepakati.

* Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2017), 197.
> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah..., 326.
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Dalam teori hak milik disebutkan bahwa seorang pengampu memiliki
hak untuk menggunakan harta seseorang yang berada di bawah
pengampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta tersebut,
dan pemiliknya merupakan seseorang yang berada di bawah
pengampuannya. Maksudnya tidak semua orang yang memiliki benda
berhak menggunakan, dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan
dapat memiliki benda.® Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa
mitra Grab yang menyewakan akun mempunyai hak penggunaan, namun
tidak dapat memiliki benda, dalam hal ini akun Grab yang disewakan.

Dalam fikih, para ulama menyebutkan bahwa terdapat dua jenis
kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak
sempurna. Salah satu ciri kepemilikan tidak sempurna adalah seseorang
yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada
pemiliknya. Namun, apabila pemilik menyerahkan harta tersebut kepada
orang lain yang akan memanfaatkannya, maka harta tersebut merupakan
amanah, dan dapat dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-
wenang terhadap harta tersebut.’

Dalam hal ini praktik sewa menyewa Grab termasuk dalam
kepemilikan yang tidak sempurna, karena seorang mitra memiliki
keterikatan perjanjian dan aturan-aturan serta kode etik yang ditetapkan

oleh pihak Grab baik mengenai jalannya aplikasi atau peraturan untuk

®Ibid., 48.
’ Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), 67-68.
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mitra itu sendiri yang harus dipatuhi. Karena peraturan-peraturan tersebut
di bawah pengampuan Grab dan harus diikuti oleh mitra, maka sama saja
artinya akun yang dimiliki oleh mitra merupakan sebuah amanah yang
diberikan oleh pihak Grab. Oleh sebab itu mitra tidak dapat berbuat
sewenang-wenang dengan menyewakan akun Grab tersebut kepada orang
lain.
Salah satu cabang kaidah fikih mengenai adat menyebutkan:
b Lyl 6 YA

“Yang sudah diketahui dalam kebiasaan itu seperti yang disyaratkan
dengan syarat”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang diketahui dalam
kebiasaan itu seperti yang disyaratkan dalam syariat. Kaidah cabang di
atas merupakan penjelasan lanjut atas kaidah pokok mengenai adat.
Menjadikan kebiasaan sebagai hukum itu sama dengan menjadikan
kebiasaan berkedudukan yang sama dengan syarat dalam suatu akad,
yakni sama-sama harus dilaksanakan.®

Dalam kode etik Grab menyebutkan apabila seorang mitra melakukan
kelalaian dengan sengaja yang menyebabkan akun mitra dipakai oleh
orang lain, maka mitra akan mendapat sanksi berupa pemutusan
hubungan mitra. Aturan tersebut bukan tanpa alasan, sebab dengan akun
mitra yang digunakan orang lain, hal tersebut dapat menyebabkan

kerugian yang berupa menurunnya kepercayaan kustomer, serta

8 Ibid., 154.
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berpotensi akan timbulnya pencemaran nama baik. Selain itu
meminimalisir terjadinya penipuan, dan kerugian materiil yang dapat
merugikan lebih banyak pihak.

Karena peraturan tersebut untuk menghindari mudarat, jadi peraturan
tersebut sudah selaras dengan kaidah mengenai adat sama dengan syarat
dalam suatu akad. Untuk itu apabila mitra Grab melanggar kode etik
tersebut, artinya sama saja dengan mitra tidak melakukan syarat dalam
akad. Karena sebuah kemaslahatan akan tercapai apabila diakui bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa
menyewa akun Grab ini tidak memenuhi salah satu syarat seorang @qid,
dalam hal ini mitra Grab. Karena mitra tersebut mempunyai hak
kepemilikan yang tidak sempurna untuk melakukan sewa akun kepada
orang lain. Selain itu dengan menyewakan akun Grab, seorang mitra telah
melanggar kode etik yang dapat menimbulkan mudharat di kemudian
hari.

Selain itu Jjjarah juga diatur dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-
MUI/IX/2017. Ketentuan ijarah dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-
MUI/IX/2017 tidak berbeda jauh dengan hukum Islam sebagaimana yang
telah diuraikan sebelumnya. Dalam fatwa telah diatur khusus mengenai
ketentuan terkait dengan mujir, dan musta’jir atau pihak yang
menyewakan barang, dan pihak yang menyewa barang. Ketentuan pada

poin ketiga menyebutkan bahwa:
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“Mu’jir wajib memiliki kewenangan (wildyah) untuk melakukan akad
ijarah baik kewenangan yang bersifat ashfyyah maupun niyabiyyah.”

Pada Ketentuan Umum Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017
dalam poin ketigabelas dan empatbelas telah disebutkan, bahwa:

“Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mujir
karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik”

“Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mujir

karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik
atau wali atas pemilik.”

Dalam praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo, mitra atau
pihak yang menyewakan akun berkedudukan sebagai pemilik atau
memiliki wilayah ashfiyah. Namun, hak kepemilikan yang dimiliki
tersebut tidak sempurna karena seorang mitra memiliki kode etik yang
wajib dipatuhi. Apabila mitra menyewakan akun tersebut kepada orang
lain, artinya mitra telah melanggar kode etik karena dengan sengaja
berbuat lalai sehingga akun digunakan orang lain. Karena kode etik
tersebut merupakan peraturan-peraturan di bawah pengampuan Grab,
maka sama saja artinya akun yang dimiliki oleh mitra tersebut merupakan
sebuah amanah yang diberikan oleh pihak Grab kepada mitra.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa
menyewa akun Grab di Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan terkait
Mu’jir yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017

tentang Akad ijarah.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka

kesimpulan dapat disimpulkan antara lain:

1.

Praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo masih dapat ditemukan
karena pemilik akun sedang tidak menggunakan akunnya sebab telah
memiliki pekerjaan lain, sedangkan penyewa lebih memilih menyewa
daripada mendaftarkan diri menjadi mitra Grab karena pihak Grab
telah menutup untuk pendaftran sebagai mitra pengemudi. Terlepas
dari penyebabnya, sewa menyewa akun Grab ini secara praktik tidak
diperbolehkan karena telah melanggar kode etik mitra Grab.

Praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo berdasarkan hukum
Islam ini tidak sah. Mitra mempunyai hak kepemilikan yang tidak
sempurna untuk melakukan sewa akun kepada orang lain. Kemudian
apabila mitra Grab melanggar kode etik tersebut, sama saja dengan
mitra tidak melakukan syarat dalam akad. Selain itu praktik sewa
menyewa akun Grab di Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017.
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B. Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai Analisis Hukum Islam

terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur,

peneliti menyarankan:

1.

Mitra atau pemilik akun tidak menyewakan akun miliknya untuk
menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, dan agar tidak ada
pihak yang dirugikan, serta tetap menjaga nama baik Grab sebagai
mitra yang baik.

Penyewa sebaiknya tidak melakukan sewa akun, agar tidak ada pihak
yang dirugikan dan mencari alternatif lain untuk menambah
pendapatan.

Pihak Grab sebaiknya lebih meningkatkan fitur dalam aplikasi untuk
kenyamanan dan keamanan pengguna, agar tidak lagi terjadi hal yang

dapat merugikan pihak manapun.
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